
SALINAN

GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 20ll TENTANG PAJAK

DAERAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2074 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 2 Tahun 201 I tentang Pajak Daerah Provinsi
Bengkulu, maka perlu mengubah Peraturan Gubernur
Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor
2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 2 Tahun 2O11 tentang Pajak Daerah
Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor l9,Tambahan
kmbaran Negara Indonesia Nomor 2828);
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O09 Nomor 62, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun L997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Talun 20O0 tentang
Peubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaral
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);

4.

5.

6.

7.
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tarlrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 246, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2O05 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14

Tahun 20O5 tentang tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O6 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4652);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 123, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2oll Nomor 2)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2Ol4 (Lembalan
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O14 Nomor 6);

10.

11.

12.

13.
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14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 03 Tahun 2O12

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2oll tentang Pajak
Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2012 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

.Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 3 TAHUN
2012 TENTANG PSTUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2O1I
TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu
Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2Oll
tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 9) diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, kemudian
ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

(1) dihapus.
(2) dihapus.
(3) Setiap wajib pajak yang terlambat menyampaikan

SPPKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayal (2)

dan Wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran
pajak setelah jatuh tempo al<an dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2o/o (dua
perseratus) setiap bulan untuk waktu paling lama 15

(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
(a) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dikenakan untuk semua jenis pendaftaran
kendaraan bermotor,
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Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga Pasal 9 ayat (3)

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(3) Bagian dari bulan yang melebihi 1 (satu) hari dihitung 1

(satu) bulan penuh.

Ketentuan Pasal 19 ayat (71 dan ayat (8) diubah, sehingga
Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(l) Setiap wajib pajak BBNKB wqiib mendaftarkan
kendaraan bermotor dengan mengisi SPPKB atau
dokumen lain yang dipersamakan yang disediakan
pada kantor SAMSAT.

(2) SPPKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap sesuai
data kendaraan bermotor, serta ditandatangani oleh
wajib pajak atau kuasanya dan dilengkapi dengan
KTP/SIM/Kartu Keluarga Wajib Pajak yang
bersangkutan.

(3) Pendaftaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lambat :

a. 3O (tiga puluh) hari sejak tanggal faktur untuk
kendaraan bermotor baru;

b. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kwitansi
pembelian, surat hibah, surat waris, untuk
kendaraan bermotor bukan baru;

c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal untuk
kendaraal bermotor mutasi dari luar provinsi;dan

d. 3O (tiga puluh) hari sejak tanggal risalah lelang
untuk kendaraan lelang Pemerintah/Pemerintah
Daerah, TNI dan POLRI.

(4) Pendaftaran bagi kendaraan bermotor yang mengalami
penrbahan bentuk, fungsi dan/ atau penggantian
mesin harus melaporkan ke kantor SAMSAT terdekat
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tangal
rekomendasi perubahan bentuk, fungsi dan/ atau
penggantian mesin dari pihakr/instansi yang
berwenang.

,J.
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(5) Apabila batas waktu pendaftaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (i), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

bertepatan dengan hari libur, maka pendaftaran pada

hari berikutnya dengan tidak merubah tanggal jatuh
tempo.

(6) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPPKB atau
dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran 1

Peraturan ini.
(7) Setiap wajib pajak yang terlambat menyampaikan

SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

2o/o (Dua Perseratus) setiap bulan untuk waktu paling
lama 15 (Lima Belas) bulan sejak saat terutangnya
pajak.

(8) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) diatas dikenakan untuk semua
jenis pendaftaran kendaraan bermotor.

Ketentuan Pasal 35 diubah dengan menambahkan 1 (satu)
ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 35 ayat (4) berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 35
(4) Pendataan objek pajak PBBKB dilaksanakan oleh

Dinas bersama dengan SKPD yang membidangi
perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya
mineral.

Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (21 diubah dan
ditambahkan 1 (Satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal
44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Pembelian BBKB yang dilalukan oleh sektor industri,
usaha pertambangan, Perkebunan, kehutanan,
transportasi dan kontraktor jalan yang digunakan
untuk operasional kendaraan bermotor dan operasional
pendukung lainnya dipungut PBBKB sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

5.
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(2) Pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor, berdasarkan jumlah/volume BB yang
digunakan untuk operasional kendaraan bermotor
sesuai dengan surat pernyataan dari
konsumen/ pengguna bahan bakar.

(3) Bentuk dan isi surat pernyataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran
Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 45
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) PBBKB terhutang harus dilunasi paling lambat tanggal
2O (dua puluh) bulan berikutnya.

(2) Pembayaran PBBKB dilakukan direkening Kas Umum
Daerah dengan menggunakan SSPD atau ditempat lain
yang ditetapkan oleh Gubernur.

7. Ketentuan Pasal 48 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 49 ayat (21 diubah sehingga Pasal 49 ayat

(2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49
(2) Penetapan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling lambat pada tanggal lO (sepuluh) bulan
berikutnya.

9. Ketentuan Pasal 54 diubah, dengan menambahkan 2 (dua)

ayat baru yaitu ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 54 ayat
(7) dan ayat (8) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54
Pajak Air Permukaan paling lambat dibayar setiap
tanggal 25 bulan tierikutnya.
Apabila kewajiban membayar sebagaimana dimaksud
pada ayat (71 tidak dipenuhi, dikenakan sanksi
administratif sebesar 2 Vo (Dua perseratus) dari pokok
PAP terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka
waktu paling lama 15 (Lima belas ) bulan.

(7t

(8)
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10. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 ditambah satu Pasal
yakni Pasal 61A, sehingga Pasal 61 A berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 61A

(1) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SSPD, STPD,

SKPDKB, SKPDT, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB

tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini
yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,
Peraturan Gubernur Nomor Bengkulu Nomor 22 Tahun
2O13 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan
Bakar Kendaraal Bermotor untuk sektor Industri, Usaha
Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Kontrator Jalan,
Transportasi dan Perusahaan Sejenisnya di Provinsi
Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013
Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu.
pada tanggal 15 Januari 2015

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 15 Januari 2015

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 3BERITA
Salinan aslinya

KEPALA HUKUM,

Pembina Tk. I
NIP. 19690905 199403 1001



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2O11 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI BENGKULU

SURAT PERIIYATAAN
Padahari ini ..........Tanggal ......... Bulan ......... Tahun .........
Yang bertandatangan di bawahini :

Nama Perusahaan
PenanggungJawab
Alamat Kantor
Jabata-n
Telepon
JenisUsaha
Jenis BBM Yang digunakan :

Nama Penyedia BBM
1. PI. .................... Alamat :

Demikian pernyataan ini saya buat untuk keperluan pemisahan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan data ini diisi dengan
sebenarnya tanpa ada unsure paksaan.

Surat pernyataan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember
tahun berjalan, dan apabila dikemudian hari ditemukan laporan yang tidak
sesuai dengan ketentuan maka saya akan bertanggung jawab dan
menanggung sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Bengkulu,
Pimpinan perusahaan

Meterai 600

Denganinimenerangkan :

NO PENYEDIA JUMLAH
PEMAKAIAN

BAHAN BAKAR
UNTUK MESIN

TIDAK
BERGERAK

(LITER/BULAN
)

JUMLAH
PEMAKAIAN

BAHAN BAKAR
UNTUK MESIN
KENDARAAN
BERMOTOR

(LITER/BULAN
)

JUMLAH
TOTAL

KEBUTUHA
N BAHAN

BAKAR
(LTTER/
BULAN)

KETERANGAN

I 2 3 4 5=13+41 6
1. PT. .

c
dst



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDAPATAN DAEMH
JL. Raden Fatah No. 30
Telp. (0736) 52851, 52852
Fax. (0736) 52851

Nama
Alamat
No. Handphone
NPWPD

Menyetorberdasarkan')

SSPD
(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH}

Tahun ........................

ntrtrTrfrrrn rnTrn
I srpo [tain-tain
E sptpo
E SK Pembetulan
E sK Keberatan

Esxpo
Esxpor
E sxpoxs
E srporsr

No. Ayat JenisPajak Jumlah
tRp)

JumlahSetoralPajak

Denganhuruf

Ruangu.ntukTeraan
Kas RegisterlTandaTangan

PetugasPenerima

*) Beritanda V padakotaksesufiIf,nganketetapan yang dimiliki.

: Masa Pajak: ......,...,.Tahun : .,.,....,.., No. Urut:

Tanggal :

TandaTangan :

NamaTerang:



SKPD UNTUK PAJAK TERUTAN6 YANG DIHITUN6 SECARA JABATAN

PEIIERII{TA H PROVII{SI BEIGKULU
DIIAS PEI{DA PA ?AI{ DAEBAH

SURIT KETETAPAI{ PAJAK DAERAH
( SKPD )

Nomor Kohir
T91. Ditetapkan

Nomon Po l is i / Reg i stras i
Nama Pemilik
A l amat pemilik
- Desa / Kelurahan
- Kecamatan
,Jen I s
llerk Kend ar aan
Tahun Buat / CC

ldar n a TiIKB
llarna K endaraan

JumIah Pajak tersebut dietas harus dibayan
sejak tanggal ditetapkan apabila tidak
adninistnasi benupa bunga sebesar aZ setiap
bulan sejak saat terutangnya pajaki

selanbat-lambatnya 3E har i
dipenuhi dikenakan sanksi
bulan untuk pal ing lama 1,5

Keterangan:
1,. Jumlah Pajak ten s ebu t

di atas be Ium tenmasuk
Biaya Administras! STllK,
f KB dan SADKLL J
Pembayaran di lakukan pada
Kantor Bersama SAI1SAT
,JaIan :

XEPALA UilIT PELAKSAilA TEKiIIS
DII{AS PE}'IDAPATAN DAERAH

PROVIilST EE GKULU

(,..... ..........)

TAI{DA TERI}IA DAI{ STATUS KEI{DARAAI{
SURAT KETETAPAN PA.JA( DAERAH

( SKPD )

Nopol / I'lomor Registrasi
Nama
Alamat
No. Kohin/Skum
Tang 9a 1. Pener b i tan

I'lomor Telp. Rumah/ HPl Kantor

T9I ' Diterima / Dikembalikan

UAJIB PAJAK/ I(UASA PETUGAS DIIIAS LUA R

STATUS KE[{D ARAAI{

E
E
t_l
t:]

LAPOR .,IUAL

RUSAK

HILAN6

KECELAKAAN L AKA

ALAIlAT TIDAK JELAS



Nomor : 970/.......

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBTi

SURAT TAGIHAN PA.JAK DAERAH
( STPD )

Kepada
Ytn. Bpk/Ibu/Sdr/i

Tempat Pembayaran:

An. (EPAI,A DINAS PENDAPATANDAERAHPROVINSI
BENGKULU

Kepala UPPP Kab/ Kota........ ... .

NIP,

PEIIDRIITTAEPROVNISI BE GK'LU
DIITAS PENDA}ATAIT DAER.AII

Kendaraan BerEotor
Nomor Kohir
Nomor Skum

,Jatuh Tenpo Pembayaran:

Sonksi addinistrasi betupa bonea 2 7" srtiap bul,an untuk paling
lama 15 bulan seiak sarrt lerhutargnya ps,]a]<

Jurrant€rs€butb€lumte.masuk SWDI(LLJ, BiayaAdministEsi
STNrB ds TNKB

TAITDA TPRIlf,A DAII SIAII'S XTI{DARAAX
SI'RAT TAGIEIII PA'AK DAERAII

(STPD)

Nomor:97O/ .....

Nama
Alar:!at
No. Kohir/Skum
Tanggal Penerbitan

Nomor Telp.Rumah / HPJ Kantor

STATUS TENDARMN

:

:

l',AJIB PA,,AKl l(UASA

f-.l r,APoR JUAL

r---.] RUSAK

TlHrr,ANG
T-l KECEI,AKAAN LAKA

f:f ALAMAT rrDAx JELAS

PETU6AS DINAS LUAR

NIP.

Jeds Pungutan Pokok
Sanl<si Adm {?/o)

Perbulan
Juldah

PKB
BBNKB
Jumlah
Jufi ah yang harus dibayar')



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DINAS PENDAPATAN DAEMH
JL. Raden Fatah No. 30 Telp. (0736) 52851,52852,Fax (0736) 52850

e - mail:. drspendabengkulu@ymail.com

BENGKULU

Form. : AP 01

NomorBerkas
Nama WajibPajak

alamatwajibPajak
Nomorffanggalljin
Volume air yang diijinkan
Peruntukan
Bagianbulan
Tahun

KETERAI{GAN:

SURAT PEMBERTTAHUAN PAJAK DAEMH (SPOPD) Formulir AP 01.

SURAT PEMBERITAHUAN OBIEK PA'AK DAERAH (SPODP)
PA'AKAIR PERMUKAAN

(BerdasarkanPeraturan Daerah Bengkulu l{omor 2 Tahun 2oll)

a. Bahan

b. Warna
c, Ukuran

: NCR 60 gram, 2 ply
: Putih, kuning
: Kwarto

PERHITUNGAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMAIFAATAN AIR
PERMUKAATT

1. PENUNJUKI(AN METER AIR

Bulanlalu :

Volume pemakaian

M3Hari
M3

M3
2. TANPA METERAT{ AIR

Satuan Volume menyesuaikan (M3 / Kwh / Ha)
Pengguanaanbulanlalu :

Penqqunaanbulanini :

(M3/Kwh/Ha)
(M3/Kwh/Ha)

KETEMNGAN:
Demikianformuli rdiisidengansebenar-
benarnyadanapabilaterdapatketidakbenarandalampemenuhankewajibanpengisian
SPOPD ini, kami bersediadikenakansanksisesuaidenganperaturanperundang-
undanqan yanq berlaku.

.......tg|..
WajibPajak / Kuasa



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DINAS PENDAPATAN DAEMH
JL. Raden Fatah No. 3O Telp. (O73O 52Ail,52852,Fax (O730 52550

e - malt: dispendab engkulu@y mailcom

BENGKULU

Form. : AP 02

KETERAI{GAN:

SUMT PEMBERIAHUAN PAIAK DAEMH (SPOPD) Formulir AP 02
a. Bahan : NCR 60 gram, 2 ply

b. Warna : Putih, kuning
c. Ukuran : Kwarto

SURAT KETETAPAI{ PA'AK DAERAH (SKPD)
PA]AK AIR PERMUKAAT{

(BerdasarkanPeraturan Daerah Provinsi Bengkulu omor 2 Tahun 2O11)
NomorBerkas

Nama WajibPajak

ffi;iid;j#;j;[' i' ....;-.........,.
Nama Perusahaan

Peruntukan:

No. Kohir: .....
Bagianbulan: .

Tahun :

Tgl. Penetapan:

PERHITUNGAN PA'AK
Perhitunqan NPA

NilaiPerolehan
Air

TarifPajak PAPVolume
(M3/Kwh/Ha)

Rp.

1 2 3(1 X 2) 4 s (3 x4)

l0o/o

2. Pembayaransetelahbataswaktu yangKepala UPPP Kab./Kota
Ditentukandikenakansanksiadministratif



PEMERINIAH PROVINSI BENGKULU

DINAS PENDAPATAN DAERAH
JL. R^denfatah No. 30 Telp. (0736) 52851,52852,Fax (O73O 52850

e - mail: dispendabengkulu@ymail.com

BENGKULU

Form. : AP 03

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
PA'AKAIR PERMUKAITN

Nomor r

Telahditerimadari
Alamat
Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

UangSebesar : Rp ...............
Denganhuruf : ....................
GunaPembayaran : PembayaranPajakAirPermukaan

8u1an ....................Tahun

PENYETOR BENDAHAM PENERIMMN PEMBANTU

BUKAN PKB/BBNKB

(. ....... ....... ....... ....... . ... )
NIP

Lembar 1 untukwajibPajak
Lembar 2 untuk BPP

Lembar 3 untuk UPPP

Lembar 4 untuklaporan



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDAPATAN DAEMH
JL. Raden Fatah No. 30
Telp. (0736) 52851, 52852
Fax. (0736) 52851

SKPDKB
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG

BAYAR)
Masa Pajak :

Tahun i

No. Urut

TrtT-ft

Narca
AIamat
No. Handphone
NPWPD
Tguatuh Tempo

-Guntingdisini-"-'-

BerdasarkanPasal gTundang-undang No. 2a Tahun2oog TeqtangPajak Daerah danRetr.ibu$i

AyatPajak
Nama Pajak
Dari peEeriksaaratauketerartgarr
masihharusdibayaradalahsebagaiberikut :

1, DasarPengenaan
2. PE-ak yang terhutang

lain tersebutdiatas, perhitungar{umlah yang

3. I&editPajsft:
a. kompensasrl<elebihandaritahunsebeluEnya
b. Setoran yarg dilakuka,
c. Lainlain
d. Jurtlah yarg dapatdiMitk€n (a+b+c)

4. JuIIIlah yang masihharusdibayar {2-3d)
5, Sanksiad.ainistrasi :

a. Bunga {Psl97(2))
b. Kenaikan (Psl97(3))
c. Jumlahsanksiadniristxasi(a*b)

6. JuDlah yarg masihharusdibayar (4+5c)

, ntrrrrrrrx fnTI-r

Rp.
Rp.

a.n. KepalaDinasPendapatan Daerah
Provinsi Bengkulu

Kepala UPPP Kab/ Kota........,...,..............

Rp.
Rp.
Rp.

E.
Fp.

Rp.
Rp.
Rp.

Fp. --
Denganhuruf

PERHATIAN
1. Harappenyeto.andilakukanael€luiBendahaiaxhususPenerima (BKP)atau Daerah

BengkuludenganaenggunakansuratsetoranPajak Daerah (SSPD).
2. Apabila SKPDKBinitidalataukurangDibayarsetelahlewatwaktu paling lama 30

SKPDl(Biniditeri&adiken6kansai-ksiadministraaiberupabuagasebeer T/o per br|l.lata.
harisejak

No. SKPDKB

TANDA TERIMA
NPWPD
Nama
Alaaat
No. Handphone :

Tahun.........
Yang Menerima



PEMEzuNTAH PROVINSI BENGKULU SKPDT
DrNAS PENDAPATAN DAERAH I tsunar KETE-TAPAN PAJAK DAERAH I no. u*t
JL. Raden Fatah No. 3O TAMBAHAN)
Telp. (0736) 52851,52852 | Masa Pajak: ........................
Fax. (0736) 52851 lTahun : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nama
Alarnat
No. Handphone
NPWPD
Tguatuh Tempo

Denganhuruf

PERHATIAN

1. HarappenyetorandilakukanmelaluiBenda.haraKhususPenerima (BKP)atau Daerah
Bengkuludengalmengguna.kansuratSetoraaPajak Daerah (SSPD).

2. Apabila SKPDTinitidakataukurangDibayarsetelahlewatwaktu paling l,ama 30
SKPDTiniditerimadikenakansanksiadministrasiberupabungasebesar 27o per bulan.

Tahun..-...
a.n. KepalaDinasPendapatan Daerair

Provinsi Bengkulu
Kepala UPPP Kab/Kota...........................

Bank

harisejak

NIP.

---Guntingdisini*

No, Ayat JenisPajak Jumlah
(RDl

JumlahSetoranPajal<
JumlahSaksi : a. Bunsa
: b. Kenaikan

JumlahKeseluruhan

No. SKPDT

TANDA TERIMA
NPWPD
Nalna :

Alamat I

No. Handphone :

Tahun
Yang Menerima



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
JL. Raden Fatah No. 3O
Telp. (0736) 52a51, 52A52
Fax. (0736) 52851

SKPDKBT
(SURAT KE?ETAPAN PAJAK
DAERAH KURANG BAYAR

TAMBAHAN}

No. Urut

TTTT_N
Masa Pqiak : ..........,.............
Tahun :

Nama
Alamat
No. Handphone
NPWPD
TglJatuh Tempo

BerdasarkanPasal 97 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 ?ettatgPajak Daerah danRetiitusi
Daerah,telahdilakukanpemeriksaanatauketerangan lain ataspelaksanaankewajibat I

ntrfT_rl_rr-n rnTrn

Dari pemeriksasrtatauketerangan lain
masihharusdibayaradalahsebagaiberikut :

1. DasarPengenaan
2. Pajak yang terhutang
3. IfteditPajak:

a. Kompensasikelebihandaritahunsebelumnya
b. Setoran yarlg dilakukan
c. Lainlain
d. Jumlah yang dapatdikredit.kan (a+b-c)

4. Jurrlair yang masihlarusdibayar (2-3d)
5. Sanksiadministrasi:

a. Bunga (Psl97(2))
b. Kenaikan {Psl97(3}}
c. JuEfaisarksiadmirdstrasi{a+b)

6. Jumlah yang masihtrarusdibayar (4+5c)

tersebutdiatss, perhitunganjumlah

Denganhuruf

PERHATIAN
1. HarappeoyetorandilakukaimelaluiBendaharaKhususPenerima (BI(P)atau

BengkuludenganmenggunakansuratsetoranPajak Daerah (SSPD).
2. Apabila SKPDI(BT i4itidakataukurangDibayarsetelahleq,atw€ku paling lama

iniditeriEadikeEaLansanksiad@inistrasibeiupabungasebesar ?/o per bulan.

Daerah

30 harisejak

AyatPajak
Narna Pqiak

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.FF:-_
Fp. 

-

Rp.
Rp.
Rp.

Fn:-

Bank

SKPDKBT

a.n. KepalaDinasPendapatan Daerah
hovinsi Bengkulu

Kepala UPPP Kab/ Kota............,..............

- Gntinodisini- --*

No. SKPDKBT

TANDA TERIMA
NPI'PD
Naloa
Alamat
No. Handphone I

Talun.........
Yang Menerima

NIP.



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
JL. Raden Fatah No. 3O
Telp. (0736) s2as1, 528s2
Fax. (0736) 52851

SIPDI{
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL)

Masa Pajak : ...............,........
Tahun :....................-...

No. Urut

TT-rrn

Nama
Alamat
No. Handphone
NPWPD
Tguatuh Tempo

AyatPajak
Nama Pajak

ntrr[T-rrn TnTrn

BerdasarkanPasal 97 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 TentangPajak Daerah danRetribusi
Daerah,telahdilakukanpemeriksaanatauketerangan lain ataspelaksanaankewajiban ;

Dari pemeriksaanatauketerangan lain tersebutdiatas, perhitunganjumlah yang
masihharusdibayaradalahsebagaiberikut :

1. DasarPengenaan
2. Pajak yang terhutang
3. KrcditPajak:

a. Kompensasikelebihaldaritahunsebelumnya
b. Setoran yang dilakukan
c. Lain{ain
d. STP (Pokok)
e. Jumlah yang dapatdikreditkan (a+b+c+d)

4. Jumlah yang masihharusdibayar (2-3e)

Rp.
Rp.

Rp. NlfilL

Rp.
Rp.
Rp.
Fp.

Denganhuruf

Tahun ..,...
a.n. KepalaDinasPendapatan Daerah

Provinsi Bengkulu
Kepala UPPP lkb/ Kota...........................

NIP.

---Gunt gdi.slni-

SKPDN

TANDA TERIMA
NPWPD
Nama
Alarnat i
No. Handphone :

Yang Menerima
Tahun.........



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
JL. Radea Fatah No. 30
Telp. (0736) 52851, 52852
Fax. (0736) 52851

SKPDLB
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

LEBIH BAYAR)
No. Urut

n-rT_nMa6a Pajak :

Tahun :

fttrn-frrrn Tn[rn
TentansPajak

II. Dari peheriksaanatauketerangan liaiir tersebutdiatas, p€rhitunganiuiolah Jang masihharusdibayaradalahsebagaiberikut :

Nama

No. Handphone
NPWPD
Tguatuh Tempo

BerdasarkanPasaf Undang-undang danRetribusi

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

5.
RP,

Rp.

Rp.

...._....._......._...._TBhun ..

a.r. K€palaDinasPendapatan Daerah
Provinsi Bengkulu

Kepala UPPP Ikb/Kota

Daerah,telahdil,aL:ukanpemeriksaanatauketerangan lain ataspelakeanaankewajiban :AyatPaja.r( fITTTn
Nama Pajak : .....-.....................

1. DasarPengenaan
2. Pajak jrang terhutang
3. Itu€ditPajak:

a. Sctoran yanA dilaluken
b. kin-Iain
c. DikurdAikoDpcrcasikclebihanl<etahunyanA

akan dating/hutangrajat
d. Jumlah yang dapatdikreditlan (a+b-c)

Jumlah yang Easihharusdibayar (3d-21

sanksiadministnsi :

a. Bunsa (Psl97(2))
b. Kenaikan (Psl97(31)

(a+b)

6. Jumlal yang masihharusdibayar (4+5c)

Dengarhurul

PERHATIAN
- PcngeEbalianK€IebihsnPajakdilakukanpadalhs Daerah d€naanmenggunakansuratlbrintahMembayarKelebihanpajak (SPMKP)

dansuratPerintahMengelusrkanuang (SPMU)

TANDA TERIMA
NPWPD
Na,rra
Alamat
No' Handphone 

.....,:......... ... Tahun.........
Ysng Menerima

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH
Sa-linan sesuaillengan aslinya

;"ffi,:
Pembina Tk. I

NrP. 19690905 199403 1001


